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PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK :

CATATAN:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perlu peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah,
terjangkau, nyaman dan aman, untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik
diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara
Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dalam 1 (satu) tempat berupa mal
pelayanan publik, untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum
kepada semua pihak dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik, perlu
menagatur tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik, berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah berwenang
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik.

Dasar Hukum Peraturan Bupati iniadalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun
1958; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 25 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976;
PP 69 Tahun 1992; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; Perpres No 89 Tahun
2021; Permen PANRB No 92 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik, Kerja Sama, Sarana Dan Prasarana, Peran Serta Masyarakat,
Pendanaan, Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2022.



